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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

ditarik simpulan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil pengujian analisis variabel penelitian ditemukan 

bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terletak 

pada kriteria yang baik dengan persentase skor sebesar 80,60%. Hal 

ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Bone Bolango mampu 

untuk menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

sebagai sistem dalam membantu pengelolaan keuangan daerah di 

Kabupaten Bone Bolango. 

2. Sementara itu, untuk variabel Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 

terletak pada kriteria yang baik dengan persentase skor sebesar 

77,33%. Hal ini tentunya menunjukan bahwa pegawai merasakan 

adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang optimal yang dilakukan 

leh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada 

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hasil R Square adalah sebesar 

0,241. Nilai ini menunjukan bahwa sebesar 24,1% variabilitas 

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bone 
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Bolango dapat dijelaskan oleh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD), sedangkan sisanya sebesar 75,9% dapat dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan dan 

mengikutsertakan pegawai dalam setiap kegiatan pendidikan dan 

pelatihan dalam rangk peningkatan kompetensi SDM dalam 

menerapkan sistem akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan. 

Serta penambahan kemampuan dalam pengoperasian sistem 

infoirmasi pada level instansi pemerintahan. 

2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mengupayakan 

untuk memperhatikan dan melakukan tindak lanjut atas catatan yang 

diberikan oleh BPK. Hal tersebut agar kedepannya tidak terdapat lagi 

catatan atas kecacatan dalam pelaporan keuangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian ini dengan cara 

eksplanatory yakni dengan mengkombinasikan dengan hasil 

wawancara agar lebih dapat diandalkan hasilnya serta penggunaan 

skala guttman agar lebih objektif responden dalam menjawab 

pernyataan. 
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